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MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang
selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan
janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu
untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada
takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui

apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Ma’idah: 8)

Persembahan kepada :

*» kedua orang tua ku ayahanda
Bahluan dan ibunda Fatimah
> istri ku tercinta Herlina

«* Almameterku



ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEKARA
TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA PENERAPAN PASAL 112 AYAT
(1) DAN 127 AYAT (1) HURUF A UNDANG -UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
(STUDI PUTUSAN NO 240/P1D.SUS/2021/PN KAG)

Oleh :
RUSTAM BAHLUAN

Tindak pidana Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah berat di
Indonesia yang harus segera di atasi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika menjelaskan mengenai pengedar dan pengguna narkotika.
Ketentuan sanksi pada tindak pidana narkotika telah diatur di dalam Bab XV
Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika, sanksi bagi para pelaku tindak pidana narkotika adalah penjara
minimal 4 (empat) tahun dan maksimal seumur hidup, denda minimal Rp.
800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan maksimal Rp.10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah). Hakim dalam memberikan putusan suatu kasus, akan
mempertimbangkan secara yuridis, filosofis, dan sosiologis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Prosedur
pengumpulan data dari penelitian ini adalah data kepustakaan. Data kepustakaan
yang digunakan adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek atau
lokasi yang dijadikan tempat penelitian, tetapi melalui sumber kepustakaan.

Dasar pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan putusan tindak

pidana penyalahgunaan narkotika ini adalah pertimbangan yang bersifat yuridis,



yaitu hakim menyatakan bahwa berdasarkan fakta yuridis yang tampak dalam
persidangan, terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah
melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana dakwaan oleh
penuntut umum, karena setelah menghubungkan antara barang bukti, alat bukti
dan perumusan unsur pasal, Terdakwa tidak memenuhi unsur minimal 2 unsur
pasal yang didakwakan, sehingga hakim membebaskan terdakwa dari segala
tuntutan. pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban oleh karena pelaku
tidak adanya unsur kesalahan.

Saran penelitian ini Hakim hendaknya mempertimbangkan faktor yuridis
dan non-yuridis, serta faktor filosofis dan sosiologis, agar tercipta putusan yang
konsisten bila terdapat kesamaan kasus dalam sidang yang akan datang. Hakim
dalam memutus kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika, agar
memperhatikan kapasitas dari terdakwa, apakah terdakwa berpotensi menjadi
pengedar, atau menjadi pemakai, sehingga bisa diputus sesuai dengan fakta yang

terungkap dalam persidangan.

Kata Kunci : pertimbangan hakim, Putusan Bebas, Penyalahgunaan

Narkotika.

Vi



ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF THE JUDGE'S CONSIDERATIONS IN
NARCOTICS CRIME CASES ON THE APPLICATION OF ARTICLE 112
PARAGRAPH (1) AND 127 PARAGRAPH (1) LETTER A OF LAW
NUMBER 35 OF 2009 CONCERNING NARCOTICS CASE STUDY NO
240/Pid.sus/2021/PN Kag.

By
RUSTAM BAHLUAN

Drug abuse is a serious problem in Indonesia that must be addressed
immediately. Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics explains about drug
dealers and users. The provisions of sanctions for drug crimes have been regulated
in Chapter XV Avrticle 111 to Article 148 of Law Number 35 of 2009 concerning
Narcotics. Based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, the sanctions
for perpetrators of drug crimes are a minimum of 4 (four) years imprisonment and
a maximum of life imprisonment, a minimum fine of Rp. 800,000,000.00 (eight
hundred million rupiah) and a maximum of Rp. 10,000,000,000.00 (ten billion
rupiah). The judge in giving a verdict on a case will consider it legally,
philosophically, and sociologically.

This study uses a normative legal approach. The data collection procedure of
this study is library data. The library data used is data obtained indirectly from the
object or location used as the research site, but through library sources.

The basis for the judge's legal considerations in handing down the verdict for
the crime of drug abuse is a legal consideration, namely the judge stated that
based on the legal facts that appeared in the trial, the defendant was not legally

and convincingly proven guilty of committing the crime of drug abuse as charged

vii



by the public prosecutor, because after connecting the evidence, evidence and
formulation of the elements of the article, the defendant did not fulfill the
minimum elements of 2 elements of the article charged, so the judge acquitted the
defendant from all charges. the perpetrator cannot be held accountable because the
perpetrator did not have an element of fault.

This research suggests that judges should consider legal and non-legal factors,
as well as philosophical and sociological factors, in order to create consistent
decisions if there are similarities in cases in future trials. Judges in deciding cases
of drug abuse should pay attention to the capacity of the defendant, whether the
defendant has the potential to become a dealer or a user, so that decisions can be

made according to the facts revealed in the trial.

Keywords : Judge's Consideration, Acquittal, Drug Abuse
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BAB |

PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG

Penyalahgunaan Narkotika telah meluas disebagian kalangan
masyarakat di kota-kota besar maupun kota-kota kecil bahkan peredaran sulit
dihentikan. Penyalahgunaan Narkoba digunakan tidak untuk tujuan mengobati
penyakit, akan tetapi digunakan dengan sengaja untuk mencapai “kesadaran
tertentu” karena pengaruh obat pada jiwa. ! Sebagai masyarakat Indonesia yang
pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat susah
mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian, secara sembarangan macam
macam narkotika maupun psikotropika.

Persoalan penyalahgunaan Narkotika semakin lama semakin
meningkat dengan adanya penyelundupan, peredaran dan perdagangan gelap,
penyalahgunaan dan ditindak lanjuti dengan adanya penangkapan, penahanan
terhadap para pelaku penyalahgunaan maupun para pengedar narkotika pada
tahun 2017 Penyalahguna Narkoba di Indonesia telah mencapai angka 3,3 juta
orang, dan pada tahun 2019 telah mencapai 3,41 juta orang dengan kerugian
negara akibat narkotika ini telah mencapai 84 Triliun lebih dan cenderung
meningkat setiap tahun. .2

Jumlah kasus Narkoba khususnya Penyalahgunaan Narkotika yang
semakin meningkat menjadi dorongan bagi semua kalangan khususnya

pemerintah dan aparat hukum untuk berusaha lebih ekstra lagi. Pada dasarnya

! Kaka Alvian Nasution, 2014, Himpunan Lengkap Undang-Undang Narkotika dan
Psikotropika, Saufa, Jogyakarta, him 154
2 SoedjonoDirdjosisworo. 2010. Narkotika dan Remaja. Bandung,Alumni, him. 24.



pemerintah Indonesia telah mengupayakan pemberantasan kasus
narkoba sedemikian rupa, salah satunya dengan dikeluarkannya Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang tentang
Narkotika ini telah mengatur mengenai denda, pidana penjara, pidana seumur
hidup, pidana mati, dan mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk
kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi
medis dan sosial.

Undang-undang narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
tersebut dirasa masih kurang efektif. Hal ini dikarenakan Undang-undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika belum sepenuhnya mampu
menanggulangi permasalahan narkotika terutama berkenaan dengan aturan
yang mengatur hukuman bagi pecandu dan penyalahguna narkotika.®
Penjelasan mengenai pecandu dan Penyalahguna Narkotika memang sudah
Tertuang dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
yaitu pada Pasal 1 angka 13 yang berbunyi :

“Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau
menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada
Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.” Selanjutnya, Pasal 1 angka 15
berbunyi, “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa
hak atau melawan hukum.”

Jika dicermati, definisi dari pecandu Narkotika merujuk pada
pandangan bahwa yang bersangkutan berhak untuk mendapatkan pengobatan

secara sosial dan medis sehingga dalam banyak pengaturan Undang-Undang

Narkotika mengedepankan hal tersebut, misalnya Pasal 54, Pasal 103, dan

3 Sinar Rahmandani, 2020, Kepastian Hukum Penerapan Pasal 112 Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah
Kalimantan Timur, Jurnal Lex Suprema 2, Vol 2,No. 2.



Pasal 127 Ayat (1), (2) dan (3). Selain itu, diatur juga dalam Pasal 13-14
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan wajib lapor
pecandu narkotika dan juga surat edaran mahkamah agung (SEMA) Nomor 4
Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban penyalahgunaan,
dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan Rehabilitasi
Sosial.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga
memberikan penegasan yang justru dapat menjerat pengguna Narkotika
sebagai pelaku kejahatan Narkotika. Dapat dilihat pada Pasal 127 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang menyatakan :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,
menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan | bukan
tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun”.

Unsur “tanpa hak” dan “melawan hukum” inilah yang menjadi
persoalan, karena kedua unsur tersebut secara langsung mengartikan bahwa
pengguna Narkotika tetap dipandang sebagai orang yang melawan hukum.
Pasal 112 Ayat (1) dan (2) ini menimbulkan ketentuan pidana yang tumpang
tindih dengan ketentuan dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a dalam Undang-
Undang Narkotika. Di mana dalam Pasal 112 Ayat (1) disebutkan “ancaman
pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas)
tahun dengan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus

juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.



Pada Pasal 112 Ayat (2) diatur tentang perbuatan sebagaiamana dalam
Ayat (1) yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, Pelaku dipidana dengan
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun
dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Sedangkan,
ancaman pidana penjara maksimal pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a adalah 4
(empat) tahun bahkan dapat diperintahkan kepada terdakwa untuk menjalani
rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial terhadap seseorang yang telah
kecanduan narkotika yang mana masa rehabilitasi tersebut dihitung sebagai
masa menjalani tahanan.

Pasal 112 disebut sebagai pasal karet, karena masih kurang
spesifiknya kriteria pada pasal tersebut, sehingga tidak jarang pecandu
Narkotika yang seharusnya mendapatkan pengobatan justru harus menjalani
pidana penjara sesuai dengan ketentuan pasal 112. Pada intinya, Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika masih menimbulkan
ketidakadilan dalam penanganannya dikarenakan belum memberikan konsepsi
yang jelas antara pecandu Narkotika, Penyalahguna dan korban
Penyalahgunaan narkotika dengan bandar ataupun pengedar narkotika.
sehingga, tidak jarang ditemui dalam pelaksanaannya aparat penegak hukum
masih memberikan perlakuan yang sama kepada pecandu, Penyalahguna,
ataupun korban Penyalahgunaan narkotika dengan bandar atau pengedar

narkotika.



Upaya penanggulangan masalah narkotika, tidaklah cukup dengan
satu cara melainkan harus dilaksanakan dengan rangkaian tindakan yang
berkesinambungan dari berbagai macam unsur, baik dari lembaga pemerintah
maupun non pemerintah.

Pemerintah telah menetapkan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika yang dalam pasal 5 ditentukan bahwa pengaturan narkotika
dalam Undang-undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan
yang berhubungan dengan narkotika dan Prekursor narkotika.

Sebenarnya telah ada peraturan yang melarang adanya
penyalahgunaan narkotika, tetapi dalam kenyataannya penyalahgunaan
narkotika tetap ada, bahkan sekarang ini persoalan narkotika menjadi masalah
serius bagi bangsa Indonesia. Penyalahgunaan narkotika inilah yang
membahayakan karena akan membawa pengaruh terhadap pemakai di mana ia
akan kecanduan dan hidupnya akan tergantung pada zat-zat narkotika,* jika
tidak tercegah (terobati), jenis narkotika yang digunakan akan semakin kuat
dan semakin besar dosisnya sehingga akan memperparah keadaan diri pecandu.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
yang menentukan ‘“Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika
wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

pasal 57 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 menyatakan “Selain
melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan pecandu

narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat
melalui pendekatan keagamaan dan tradisional”.

4 Kusno Adi. (2009). Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak
Pidana Narkotika Oleh Anak. Malang, UMM Press, him.3



“Rehabilitasi merupakan realisasi dari sebuah aturan, hal ini sangat
penting karena dengan sebuah implementasi dapat diketahui apakah suatu
aturan tersebut sudah benar-benar terlaksana atau tidak. Undang-undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah memberi perlakuan yang
berbeda bagi pelaku penyalahguna narkotika, sebelum undang-undang ini
berlaku tidak ada perlakuan yang berbeda antara pengguna, pengedar, bandar
maupun produsen narkotika. Pengguna atau pecandu narkotika di satu sisi
merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban”.®

Penjatuhan vonis oleh hakim dalam perkara narkotika masih belum
efektif pelaksanaannya. Sebagian besar pecandu narkotika tidak dijatuhi vonis
rehabilitasi sesuai yang disebutkan dalam Undang-undang Narkotika
melainkan dijatuhi vonis penjara meskipun ketentuan Undang-undang
menjamin pengaturan upaya rehabilitasi, baik itu rehabilitasi medis maupun
rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Over kapasitas yang terjadi di lembaga pemasyarakat disebabkan
hampir seluruh penghuni (warga binaan) lembaga pemasyarakatan adalah
pelaku tindak pidana Narkoba yang sedang menjalani hukuman di lembaga
pemasyarakat.® (sebagaimana digariskan pada Pasal 54 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selanjutnya di
sebut Undang-undang Republik Indonesia yang menyatakan, Pecandu

Narkotika dan korban penyalagunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi

Shttp://www.nytimes.com/roomfordebate/2012/12/18/prison-could-be-
productive/punish ent-fails-rehabilitation-works, diakses 20 januari 2024,Jam : 20.00 WIB.

6. Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2016, Argumen Hukum, Gadjah
Mada University Press, Surabaya, Cetakan Ke 7, him 3.



medis dan rehabilitasi sosial). Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor. 35 Tahun 2009 yang mensyaratkan diperlukan pula peran dari
pecandu/korban penyalahgunaan narkotika, keluarga dan masyarakat untuk
mendorong para pecandu tersebut agar secara sukarela melaporkan dirinya ke
Institusi Penerima Wajib Lapor untuk mendapatkan perawatan berupa
rehabilitasi medis dan sosial.

Upaya penanggulangan masalah adiksi/ketergantungan narkotika
menuntut langkah dan kebijakan yang tepat agar angka penyalahgunaan
narkotika yang tinggi di negeri ini bisa ditekan. Penanganan narkotika dengan
menggunakan pendekatan penegakan hukum rupanya belum menghasilkan
solusi yang sesuai dengan upaya pencegahan, pemberatasan penyalahgunaan
dan peredaran gelap narkotika yang sering disingkat yaitu PAGN yang telah
dicanangkan.’

Pemerintah telah memiliki suatu kebijakan yaitu Rehabilitasi terhadap
pecandu narkotika guna membangun paradigma yang berkembang
dimasyarakat Kita saat ini, yaitu menganggap kecanduan narkotika sebagai
pelanggaran serius dan pelakunya pantas diberi hukuman penjara, persepsi
inilah yang perlu dirubah dalam penanganan kasus Narkotika. Dimana di
dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah
memberikan kewenangan kepada hakim yang memeriksa perkara pecandu
narkotika untuk dapat memutuskan yang bersangkutan menjalani pengobatan

atau rehabilitasi ditegaskan dalam rumusan

7 Johnny lbrahim, , 2010, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,
Banyumedia, Malang, him 93.



Pasal 103 berbunyi : Hakim yang memeriksa perkara Pecandu
Narkotika dapat, Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani
pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika
atau menempatkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalanai
pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika
tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika. Masa
menjalani  pengobatan dan/atas perawatan bagi pecandu Narkotika
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan”sebagai massa
menjalanai hukuman.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses
pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, namun fakta
yang muncul dipersidangan sering terjadi perbedaan tuntutan penuntut umum
dengan keterangan terdakwa, dimana penuntut umum menuntut bahwa unsur
membawa, menguasai dan memiliki narkotika dengan jumlah yang sangat
terbatas, yang menurut ketentuan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4
Tahun 2010, yaitu kondisi tertangkap tangan dengan barang bukti 4 bungkus
plastik bening yang berisikan Narkotika sejenis shabu dan sejumlah alat hisab
shabu yang terbuat dari botol plastik air mineral yang sudah terisi Narkotika
jenis shabu, sedangkan keterangan terdakwa menyatakan bahwa yang
bersangkutan hanya menggunakan bagi dirinya sendiri.

Alasan penuntut umum karena mempedomani berkas perkara yang
sudah terkonstruksi pasal membawa, menguasai, memiliki yang diperuntukan

bagi pengedar. Pandangan pengguna narkotika sebagai pelaku kejahatan lebih



dominan dibandingkan pendekatan kesehatan dan penyembuhan terhadap
ketergantungan narkotika. Sejumlah pasal dalam Undang-undang Narkotika
yang sering dikenakan oleh penuntut umum, baik dalam dakwaan maupun
tuntutan adalah Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, maupun pasal 127 Undang-
undang Narkotika. Penuntut umum pada dasarnya dapat melakukan rehabilitasi
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-
029/A/JA/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika
dan Korban Penyalahguna Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.
Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboraturium dan Surat
Hasil Assesmen Tim Assesmen Terpadu, tersangka dan/atau anak adalah
pecandu Narkotika atau korban penyalahgunaan Narkotika (bukan pengedar,
bandar, kurir atau produsen. Penutut umum memberi petunjuk kepada penyidik
untuk menerapkan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika terhadap tersangka dan/atau anak pecandu Narkotika atau korban
penyalahgunan Narkotika. Dalam hal terdakwa dan/atau anak dikualifikasi
sebagai pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika yang
dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan hasil laboraturium dan hasil
assesmen terpadu yang ditangkap atau tertangkap tangan dengan barang bukti
dalam jumlah tertentu atau tanpa barang bukti wajib diterapkan Pasal 127
UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Berdasarkan dasar pemikiran yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik
mengangkat permasalahan dalam proposal tesis ini dengan judul : Tinjauan

Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Pekara Tindak Pidana Narkotika Pada
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Penerapan Pasal 112 Ayat (1) Dan 127 Ayat (1) Huruf A Undang -Undang Nomor
35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Studi Kasus No 240/Pid.Sus/2021/Pn Kag.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana tinjauan yuridis pertimbangan Hakim dalam menerapkan Pasal
112 Ayat (1) dan 127 Ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika Studi Kasus No 240/Pid.Sus/2021/Pn Kag ?
2. Bagaimana kepastian hukum penerapan Pasal 112 Ayat (1) dan 127 Ayat (1)
huruf A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ?

C. Ruang Lingkup

Dengan perumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka penulis
membatasi masalah yang akan dibahas mengingat keterbatasan waktu dalam
proses penyusunan agar pembahasan tidak meluas dan menyimpang dari
permasalahan yang ada, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada
tinjauan Yuridis Normatif terhadap analisis pertimbangan hakim dalam pekara
tindak pidana narkotika pada penerapan Pasal 112 ayat (1) dan 127 ayat (1)
huruf a Undang -undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di
Pengadilan Negri Kayu Agung.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan:
a. Tinjauan yuridis pertimbangan Hakim dalam menerapkan Pasal 112
Ayat (1) dan 127 Ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2009 tentang Narkotika Studi Kasus No 240/Pid.Sus/2021/Pn Kag.
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b. Kepastian hukum penerapan Pasal 112 Ayat (1) dan 127 Ayat (1) huruf

A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap

Penyalahguna Narkotika.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini nantinya adalah

sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1)

2)

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pemahaman dan
pengembangan tentang penyelesaian Tindak pidana penyalagunaan
narkotika pada penerapan Pasal 112 ayat (1) dan 127 ayat (1) huruf
a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika di

pengadilan negri kayu agung.

Memberikan masukkan terhadap pihak-pihak yang terkait
khususnya aparat penegak hukum dalam kaitannya dengan
penyelesaian Tindak pidana penyalagunaan narkotika pada
penerapan Pasal 112 ayat (1) dan 127 ayat (1) huruf a Undang -
undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika di pengadilan negri

kayu agung.

b. Manfaat praktis

1)

Memberikan sumbangsih pikiran serta evaluasi untuk aparat
penegak hukum vyang dapat dijadikan acuan atau bahan
pertimbangan penyelesaian kasus dalam hal menangani tindak

pidana penyalahgunaan narkotika pada penerapan Pasal 112 ayat
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(1) dan 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009
tentang narkotika di pengadilan negri kayu agung.

2) memberikan manfaat, baik dalam aspek ilmiah yang berguna
sebagai sumbangsih dalam ilmu pengetahuan pada aspek bidang
hukum terutama hukum pidana mengenai bagaimana pertimbangan
hakim dalam menyelesaikan kasus tindak pidana penyalahgunaan
narkotika bagi diri sendiri.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual
1. Kerangka Teoritis :
a. Teori Kepastian hukum
Kepastian Hukum merupakan orientasi dari tujuan dibentuknya
hukum. Gustav Radbruch dalam bukunya berjudul “einfiihrung in die

rechtswissenschaften”” menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3

(tiga) nilai dasar, yaitu : 4 (1) Keadilan (Gerechtigkeit); (2)

Kemanfaatan (Zweckmassigkeit); dan (3) Kepastian Hukum

(Rechtssicherheit). Gustav Radbruch sebagai pencetus Teori

Kepastian Hukum menjelaskan bahwa terdapat hal-hal mendasar yang

berkaitan dengan makna kepastian hukum itu sendiri, yaitu:

1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum
positif ialah Perundang-Undangan.
2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat

berdasarkan pada kenyataan.
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3) Fakta yang tercantum dalam hukum harus dirumuskan sejelas-
jelasnya untuk menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau
penafsiran serta agar mudah dilaksanakan.

4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.®

b. Teori Putusan Hakim

Hakim adalah pejabat negara yang berwenang untuk memeriksa,
mengadili, dan memutus suatu perkara. Pasal 1 butir 5 UU No. 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa,
“hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan
peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan
khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut’®.

Dalam menjatuhkan putusan pidana, pertimbangan hakim harus
didasarkan pada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan
sehingga mendapatkan hasil yang maksimal dan seimbang dalam teori
dan praktik. Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana menyatakan bahwa, “putusan pengadilan adalah pernyataan
hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat

berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum

dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

8 Mario Julyano, 2019, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui
Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum” Jurnal Crepido 01, No. 01 , him. 14.

® Marcelino Brayen Sepang, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencemaran
Nama Baik Melalui Media Sosial Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik dan KUHP. Lex Crimen, Vol. 7, No. 3, Mei 2018., him. 149-150.
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2. Kerangka Konseptual

Uraian ini ditujukan untuk memberikan kesatuan pemahaman, yaitu :

a. Pertimbangan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai
pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di
persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu
perkara atau masalah antar pihak. *°

b. Tindak pidana narkotika adalah tindak pidana penyalahgunaan
narkotika tanpa hak atau melawan hukum selain yang ditentukan dalam

Undang-Undang.

F. Metode Penelitian

1.

jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang
bersifat kualitatif. Artinya, dalam penelitian ini hanya berhenti pada
lingkup konsepsi hukum, asas hukum, dan kaidah peraturan saja sehingga
hanya meneliti bahan kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum dan
tidak sampai mengamati perilaku manusia dalam melaksanakan hukum.
Data primer yang digunakan adalah putusan No 240/Pid.Sus/2021/Pn
Kag. Sedangkan data sekunder yang digunakan adalah peraturan
Perundang-Undangan, buku, jurnal penelitian, serta karya ilmiah lainnya

Metode analisis data yang digunakan adalah Data sekunder dikumpulkan

Wafriyansyah Nur, dkk, 2021, Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan

Ketentuan Minimum Khusus” Journal of Lex Generalis (JLS) 2, No. 7, him. 1836 .
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dengan melakukan penelitian kepustakaan atau yang lebih dikenal dengan
studi kepustakaan. **
2. Pendekatan Masalah
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Artinya,
penelitian ini mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.*?
2. Sumber Data
Sumber data yang digunakan meliputi data kualitatif. Data sekunder
merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, bahan-bahan
dokumentasi dari instansi terkait, surat kabar atau bahan tertulis lainnya
yang berhubungan dengan materi penelitian ini termasuk peraturan
perundang-undangan yang terkait.™
3. Teknik Pengumpulan Data
Data sekunder dikumpulkan dengan melakukan penelitian
kepustakaan atau yang lebih dikenal dengan studi kepustakaan. Penelitian
kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat
dalam buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan sumber-
sumber lain yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam tesis ini.'*

5. Analisis Data

11 Joewana, S. 2016. Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba
Berbasis Sekolah., PT Balai Pustaka, Jakarta, him 67.

12 'yamin, M. 2012, Tindak pidana khusus, cetakan pertama, Pustaka Setia Bandung,
hlm 57.

13 Sunarto, S. 2014, Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi
Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hIm 19.

14 Kristian, 2017, Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum
Di Indonesia,Prenada Media Group, Jakarta,hIm 35.
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Data yang diperoleh dalam penelitian ini, selanjutnya dianalisis
secara kualitatif. Analaisis kualitatif, yakni analisis yang bersifat
mendeskripsikan data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder
kemudian diberi penafsiran dan kesimpulan, penulis berusaha
menggambarkan hasil penulisan dalam bentuk tanya uraian secara
sistematis hingga tiba pada kesimpulan/jawaban atas rumusan masalah.*®

G. Sistematika Penulisan
Penulisan tesis ini secara garis besar terdiri dari empat bab, yaitu:

BAB | : Menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah,
ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka
teoritis dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika
penulisan.

BAB Il :Menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian,
yaitu tinjauan yuridis, penyalagunaan narkotika, macam-
macam jenis narkotika, bahaya narkotika bagi diri sendiri .

BAB Il : Menguraikan tentang hasil penelitian, yaitu tinjauan
yuridis pertimbangan Hakim dalam menerapkan Pasal 112
Ayat (1) dan 127 Ayat (1) huruf A Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Studi Kasus No
240/Pid.Sus/2021/Pn  Kag ,Dan kepastian  hukum

penerapan Pasal 112 Ayat (1) dan 127 Ayat (1) huruf A

15adeak Wilson, 2018, Korban Ganja dan Masalah Narkotika, Indonesia Publishing
House,Bandung, him 23.
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Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
terhadap Penyalahguna Narkotika.

BAB IV : Berisikan kesimpulan dan saran.
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